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BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR 94 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

KABUPATEN BULUKUMBA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BULUKUMBA, 

 
Menimbang : a.  bahwa menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah serta dalam  rangka meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan, agar berdaya guna dan berhasil 
guna maka perlu untuk menyusun dan menetapkan 

kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi, 
dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba; 

  b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
  2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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  4. 

 
 

 

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Provinsi, Kabupaten dan Kota;  
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS 
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA 
DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KABUPATEN BULUKUMBA 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba; 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah; 
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bulukumba; 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bulukumba; 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

 

Pasal 2 
 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

 
Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 3 
 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah Kabupaten Bulukumba. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas 

penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas 

penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga; 

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
f. pelaksaanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

 
BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 5 
 
(1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, meliputi: 
a. Kepala Dinas 
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b. Sekretariat: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. 

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan : 
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; 
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan 
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. 

d. Bidang Keluarga Berencana : 
1. Seksi Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi; 

2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan 
3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana. 

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia; dan 

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja. 
f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
 

 
BAB IV 

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN 
 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 
 

Pasal 5 
 

(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 
fungsi: 

a. mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang 
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; 

b. merumuskan program kerja bidang pengendalian kuantitas penduduk 

dan keluarga berencana; 
c. membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang 

terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
d. melaksanakan program kegiatan kesekretariatan dan 

mengkordinasikan kegiatan antar bidang dan kelompok jabatan 
fungsional lingkup Dinas pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 
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e. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemanduan dan 

sinkronisasi kebijakan teknis pengendalian kuantitas penduduk dan 
keluarga berencana; 

f. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk 
dan keluarga berencana; 

g. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pelayanan 

Keluarga Berencana; 
h. melaksanakan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, pemberdayaan 

dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam 
pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
i. mengonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan 

pemerintah pusat, propinsi, dalam rangka terciptanya sinkronisasi 

program dan kegiatan  dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas 
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana; 

j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 
bawahan; 

k. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 
 

Pasal 6 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dilingkup 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas Jabatan Sekretaris sebagai berikut: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup Dinas; 
b. melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

kesekretariatan;  
d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas umum dan 

kepegawaian, serta program, pelaporan dan keuangan; 

e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 
bawahan;  

f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas 
bawahan;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 1 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 

Pasal 7 
 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas pokok  membantu Sekretaris dalam 
menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan 

mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 
Perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

d. menyusun analisis jabatan, beban kerja, daftar urut kepangkatan 
(DUK) dan kenaikan gaji berkala; 

e. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; 
f. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 

pegawai; 
g. menyiapkan bahan dan mengelolah administrasi kepegawaian dan 

sistem informasi kepegawaian; 
h. menyusun rencana kebutuhan pegawai pengembangan sumber daya 

manusia; 

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN); 
j. menyusun laporan tahun, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemerikasaan (LHP); 
l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 
m. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas 

bawahan; 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 2 

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 
 

Pasal 8 
 
(1) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok  membantu Sekretaris 
dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan 

mengevaluasi penyelenggaraan urusan Program, Pelaporan dan Keuangan 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan  
sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program, Pelaporan dan 
Keuangan; 

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub 
Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan; 

c. melaksanakan pengelolaan umum dan administrasi keuangan; 
d. menyusun administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 

e. mensosialisasikan dan melaksanakan bimbingan kebijakan sistem 
administrasi keuangan dan administrasi surat menyurat dan 

kearsipan; 
f. melaksanakan penerapan administrasi surat menyurat, kearsipan dan 

sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

g. melaksanakan inventarisasi aset dan perlengkapan, pemutakhiran data 

aset, pelaporan sesuai kebutuhan dan pengawasan arus kas; 
h. melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat kelengkapan; 

i. meneliti, menverifikasi pengajuan permintaan SPP-SPMU dan SP2D 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

j. melaksanakan stock opname barang melalui aplikasi Informasi 
Teknologi (IT); 

k. menyusun realisasi perhitungan anggaran; 

l. melakukan verifikasi perhitungan pertanggung jawaban keuangan dan 
mengelola administrasi perjalanan dinas baik dalam Daerah luar 

Daerah/ antar Provinsi; 
m. mengklarifikasi dan menindaklanjuti hasil Laporan Pemeriksaan 

Fungsional (LPF); 
n. melaksanakan pengaturan kendaraan dinas peggunaan sopir dinas; 
o. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan serta urusan 

rumah tangga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
p. menghimpun dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
q. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 
r. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas 

bawahan; 
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
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t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 

Bagian Ketiga 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 
 

Pasal 9 
 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan; 
b. melaksanakan pengelolaan bidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan, dan penggerakan; 
c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan 

pengendalian penduduk penggerak dan penyuluhan; 
d. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); 
e. melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, 

penyuluh, dan penggerakan; 
f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan penyuluhan dan penggerak serta menilai 
pelaksanaan tugas bawahan; 

g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 
bawahan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 

Paragraf 1 
Seksi Advokasi dan Penggerakan 

 

Pasal 10 
 

(1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 

pengumpulan data, pembinaan, pembimbingan, identifikasi, analisis, 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan dibidang Advokasi dan Penggerakan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
advokasi dan Penggerakan;  

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan Seksi Advokasi dan 

Penggerakan; 
d. menetapkan perkiraan sasaran advokasi dan penggerakan; 

e. melakukan penyeresaian bahan perumusan kebijakan operasional dan 
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program 

advokasi dan penggerakan; 
f. melakukan advokasi dan Penggerakan kepada seluruh kompenen stake 

holder dalam pengembangan program pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana;  
g. melaksanakan advokasi dan penggerakan serta konseling program 

keluarga berencana, Keluarga Sejahtera (KS), Komunitas Remaja (KR), 
dan KIBA;  

h. melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan 
kelembagaan dan jaringan institusi program pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana; 
i. melaksanakan Promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan 

bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi; 

j. melakukan pencatatan/pelaporan, pengolahan, analisis dan evaluasi 
data; 

k. memotivasi dan melakukan penilaian prestasi kerja kepada staf yang 
dibawahinya; 

l. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit yang dipimpinnya 
secara terus menerus preventif, represif dan persuasif; 

m. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 
n. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas 

bawahan; 
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
dan Kader Keluarga Berencana 

 
Pasal 11 

 

(1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana dan Kader Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Penyuluhan dan 
Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga 
Berencana. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan seksi penyuluhan dan 
pendayagunaaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader 
Keluarga Berencana;  

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana dan Kader Keluarga Berencana;  
c. melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; 
d. menetapkan sasaran penyuluhan dan pendayagunaan Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; 

e. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan 
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program 

penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana dan Kader Keluarga Berencana; 

f. melakukan penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;  

g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada 

bawahan;  
h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan 

dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader 
Keluarga Berencana; 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

 
Paragraf 3 

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 
 

Pasal 12 

 
(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang 
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 
sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Penduduk 
dan Informasi Keluarga; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; 

c. melaksanakan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi 

Keluarga; 
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d. melaksanakan pendataan keluarga (Up date data); 

e. melakukan pencatatan, pelaporan, analisis, dan evaluasi data dan 
informasi keluarga; 

f. melakukan validasi data rutin dan informasi keluarga;  
g. memberikan layanan data dan informasi keluarga kepada pihak yang 

memerlukan; 

h. melaksanakan Bimtek peningkatan kualitas data dan informasi 
keluarga; 

i. menggunakan Informasi dan Teknologi (IT) dalam mengumpulkan 
mengolah dan menganalisis data dan informasi keluarga; 

j. memotivasi dan melakukan penilaian prestasi kerja kepada staf 
dibawahnya; 

k. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit yang dipimpinnya 

secara terus menerus preventif, represif, dan persuasif; 
l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 
m. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengendalian 

Penduduk dan Informasi Keluarga; 
N. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Bagian Keempat 

Bidang Keluarga Berencana 
 

Pasal 13 

 
(1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Keluarga Berencana 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) maka uraian 

tugas jabatan Kepala Bidang dirinci sebagai berikut: 
a. merencanakan operasional, menyusun dan menetapkan kebijakan 

teknis, serta menyusun program, kegiatan dibidang keluarga 
berencana; 

b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan 
kegiatan di bidang keluarga berencana;  

c. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karir; 
d. melaksanakan koordinasi dengan sektor sektor yang terkait dengan 

kegiatan pelayanan keluarga berencana; 
e. menfasilitasi program kegiatan keluarga berencana; 

f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 
bawahan; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
keluarga berencana; 
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h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Paragraf 1 

Seksi Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi 
 

Pasal 14 
  

(1) Seksi Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Distribusi Alat, 
Obat dan Kontrasepsi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Seksi Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi sebagai 

berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan Seksi Distribusi Alat, Obat dan 

Kontrasepsi; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
distribusi alat, obat dan kontrasepsi;  

c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi;  

d. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan dan penyaluran rencana 
kebutuhan alat kontrasepsi; 

e. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis pendistribusian 

kebutuhan alat obat dan kontraspsi, advokasi dan KIE terhadap  
jaminan ketersediaan sarana alat obat kontrasepsi bagi pasangan usia 

subur; 
f. memeriksa hasil penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 

kontrasepsi baik MKJP maupun Non MKJP yang lebih terjangkau aman 
dan berkualitas; 

g. mengevaluasi hasil pencatatan dan pelaporan pembinaan fasilitasi 

pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat obat kontrasepsi; 
h. melaksanakan pendistribusian dan pengadaan sarana alat obat 

kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin; 
i. melaksanakan evaluasi hasil pencatatan pelopran pembinaan hasil 

fasilitasi pemantauandan evaluasi ketersediaan alat obat kontrasepsi; 
j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan kepada bawahan; 

k. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan; 
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;  

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  
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Paragraf 2 

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 
 

Pasal 15 
 

(1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Jaminan 
Pelayanan Keluarga Berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Seksi  Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagai 
berikut : 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga 
Berencana; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis kegiatan jaminan 
pelayanan keluarga berencana; 

c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan penetapan 
dan pengembangan kebijakan jaminan, jaringan pelayanan Keluarga 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi disemua fasilitas kesehatan; 

d. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga 
Berencana, Kesehatan Reprodukasi, operasionalisasi jaminan dan 

pelayanan keluarga berencana peningkatan partisipasi pria, 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan 

hidup ibu, bayi dan anak; 
e. melaksanakan pemantauan tingkat Drop Out peserta Keluarga 

Berencana;  

f. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran 
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas 

dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);  
g. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara 

kontrasepsi bagi peserta mandiri; 
h. melaksanakan informasi choice dan informed consent dalam program 

keluarga berencana; 
i. melaksanakan distribusi pengadaan sarana, alat, obat, cara 

kontrasepsi serta pelayannnya dengan prioritas keluarga miskin; 

j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaankegiatan 
kepada bawahan; 

k. menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; 
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 3 

Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana  
 

Pasal 16 
 

(1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pembinaan 
Kesertaan Keluarga Berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Seksi Pembinaan Kesetaan Keluarga Berencana 
sebagai berikut : 

a. menyusun  program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga 
Berencana;  

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
pembinaan dan peningkatan kesrtaan keluarga berencana; 

c. melaksanakan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana jalur 
pemerintah dan jalur swasta; 

d. menyiapkan bahan pembinaan, promosi, dan konseling kesehatan 

reproduksi; 
e. menyusun rencana kerja operasional pelayanan Keluarga Berencana; 

f. menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 
pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana;  

g. melakukan fasilitasi pelaksanaan program di Klinik Keluarga 
Berencana pemerintah dan swasta; 

h. melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana 

dengan mitra kerja; 
i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek samping 

dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi; 
j. mendisitribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 
k. menilai dan mengevaluasi hasil kinerja bawahan; 
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Bagian Kelima 
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

 

Pasal 17 
 

(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
sebagai berikut: 

a. mengoordinaskan penyusunan program dan kegiatan bidang 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

b. melaksanakan pengelolaan bidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 
c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan 

kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga;  
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;  
e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan;  

f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Paragraf 1 

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera  
 

Pasal 18 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pemberdayaan 
Keluarga Sejahtera. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagai 

berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  
pemberdayaan keluarga sejahtera; 

c. melaksanakan pengelolaan operasional pemberdayaan keluarga 
sejahtera; 

d. memantapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan keluarga dan 
pemberdayaan ekonomi keluarga; 

e. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan 

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi 
keluarga (UPPKS); 

f. melakukan pembinaan teknis, peningkatan teknis, peningkatan 
pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha 

bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera; 
g. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan dan peayaan ekonomi; 
h. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader anggota uppks; 

i. melakukan kemitraan untuk aksibilitas permodalan, teknologi dan 
manajemen serta pemasaran guna peningkatan pendapatan keluarga; 
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j. memotivasi dan menilai prestasi kerja kepada staf yang dibawahinya; 

k. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit yang dipimpinnya 
secara terus menerus, preventif, represif dan persuasif; 

l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan;  

m. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan 

keluarga sejahtera; 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
  

  

 Paragraf 2 
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia 

 
Pasal 19 

 
(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang 

Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 

uraian tugas jabatan Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak 
dan Lanjut Usia sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga 

Balita, Anak, dan Lanjut Usia; 
b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lanjut Usia;  
c. melaksanakan pengelolaan operasional Bina Ketahanan Keluarga 

Balita, Anak, dan Lansia; 
d. memantapkan kebijakan dan pengembangan pelaksanaan ketahanan 

keluarga; 

e. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan 
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan 

ketahanan keluarga yang meliputi BKB, BKR, dan BKL; 
f. melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap dalam mendidik, membina, mengarahkan dan memelihara 
balita, remaja, dan lansia; 

g. menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja 

(BKR) dan bina Keluarga Lansia (BKL); 
h. menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL; 
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i. melaksanakan pebinaan/pelatihan kader pendamping kelompok BKB, 

BKR, dan BKL; 
j. memantapkan/mengembangkan BKB Holistik Integratif (BKB, PAUD 

dan Posyandu) disetiap kecamatan; 
k. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit yang dipimpinnya 

secara terus menerus preventif, represif dan persuasif; 

l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pad 
bawahan; 

m. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Bina 
Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lanjut Usia; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas  kepada atasan; 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

 
Paragraf 3 

Seksi Bina Ketahanan Remaja 
 

Pasal 20 

 
(1) Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan 
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Bina Ketahanan 
Remaja. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
bina ketahanan remaja; 

c. melaksanakan pengelolaan operasional bina ketahanan remaja; 
d. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional, 

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program kesehatan 

reproduksi;  
e. menyiapkan peyunjuk teknis operasional kegiatan kesehatan 

reproduksi remaja; 
f. melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait dalam 

perumusan program kesehatan reproduksi remaja; 
g. mengembangkan pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan 

Reproduksi Remaja (PIK-KRR); 

h. melaksanakan/memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga 
berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/Aids dan 

Infeksi Menular Seksual (IMS); 
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i. menyusun hasil pelaksanaan tugas seksi ketahanan remaja; 

j. memotivasi dan menilai prestasi kerja kepada staf yang dibawahinya; 
k. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit yang dipimpinnya 

secara terus menerus, prepentif, represif, dan persuasif; 
l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 

m. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan operasional 
bina ketahanan remaja; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan 

p. melaksnakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 
Bagian Keenam 

Unit Pelaksana Teknis 
 

Pasal 21 
 

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada dinas dapat dibentuk UPT. 
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas. 

(3) Pembetukan dan Uraian Tugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 22 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 

sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. 
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB V 

JABATAN 
 

Pasal 23 
 

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama. 
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan 

administrator. 
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan 

administrator. 
(4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau 

jabatan pengawas.  

 
BAB VI 

TATA KERJA 
 

Pasal 24 
 

(1) dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi, Pejabat 

Fungsional Pengawasan dan Kelompok jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sikronisasi secara vertikal 

dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuia dengan tugas masing-masing; 

(2) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan. 

(3) setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
(4) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan 
laporan berkala tepat pada waktunya.  

(5) setiap laporan yang diterima oleh atasan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan.  
(6) dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsionalmempunyai hubungan kerja. 

(7) dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya 

dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, 
wajib mengadakan rapat berkala. 

(8) pola hubungan kerja pejabat struktural dan pejabat fungsional umum 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

 
 



   

   

    

20 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 25 
 

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan perundang-

undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 
Pasal 26 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. 

 
 

        Ditetapkan di  Bulukumba 
        pada tanggal :  

 

        BUPATI BULUKUMBA, 
 

 
 

 
        A. M. SUKRI A. SAPPEWALI 

 

 
Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

    
 
 

A. B. AMAL 
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

TAHUN 2016 NOMOR 94 
 

 
 
 

 


